PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ZSA

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Mengingat :

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, menyatakan bahwa Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan

Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
Tahun Anggaran berakhir;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pontianak Tahun Anggaran 2025;

1. Fasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;




Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);




10.

11.

12,

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);




16.

17.

18,

19,

20.

21.

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pontianak Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 9);




Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan
WALI KOTA PONTIANAK
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat:
laporan realisasi anggaran,

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

neraca;

laporan operasional;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

N

catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.




(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a
dengan Tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. pendapatan Rp. 2.149.733.992.095,84
b. belanja dan transfer Rp. 2.055.900.085.328,76
surplus/defisit Rp. 93.833.906.767,08
c. pembiayaan penerimaan
1. penerimaan Rp. 60.543.800.787,43
2. pengeluaran Rp. 15.500.000.000,00
pembiayaan Netto Rp. 45.043.800.787,43
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 138.877.707.554,51
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan
Tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.9.485.558.668,16 dengan rincian sebagai berikut:

Rp. 2.159.219.550.764,00
2. realisasi Rp. 2.149.733.992.095,84

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 9.485.558.668,16

1. anggaran pendapatan setelah perubahan

. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.148.413.266.222,24 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.204.163.351.551,00
2. realisasi Rp. 2.055.750.085.328,76
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 148.413.266.222,24

selisih anggaran dengan realisasi transfer/bantuan keuangan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran transfer/bantuan keuangan setelah Rp. 150.000.000,00
perubahan

2. realisasi Rp. 150.000.000,00

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 0,00

. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (138.927.707.554,08) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran surplus/defisit setelah perubahan Rp. (45.093.800.787,00)
2. realisasi Rp. 93.833.906.767,08
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (138.927.707.554,08)




e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 49.999.999,57 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan  Rp. 60.593.800.787,00
2. realisasi Rp. 60.543.800.787,43
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 49.999.999,57

f. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 15.500.000.000,00
2. realisasi Rp. 15.500.000.000,00
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 0,00

g. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.49.999.999,57 dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 45.093.800.787,00

2. realisasi Rp. 45.043.800.787,43

Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (49.999.999,57)
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dengan Tahun yang
berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal Rp. 60.543.800.787,43
. penggunaan saldo anggaran lebih Rp. 60.543.800.787,43
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp. 138.877.707.554,51
(SILPA /SIKPA)
koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp. 0,00
Lain-lain Rp. 0,00

f. saldo anggaran lebih akhir Rp.  138.877.707.554,51




Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ per tanggal 31 Desember Tahun 2025 adalah sebagai
berikut:

a0 op

jumlah aset

jumlah kewajiban

jumlah ekuitas

Jumlah kewajiban dan ekuitas

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

10.421.369.935.092,65

62.664.158.045,65
10.358.705.777.047,00
10.421.369.935.092,65

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d dengan Tahun yang berakhir sampai dengan
tanggal 31 Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a.

o ™o a0 o

pendapatan Rp.
beban Rp.
surplus/defisit dari operasi Rp.
surplus/defisit dari kegiatan non operasional Rp.
surplus/defisit sebelum pos luar biasa Rp.
surplus/defisit dari pos luar biasa Rp.
surplus/defisit laporan operasional Rp.

Pasal 7

2.249.416.894.992,07
1.950.573.226.549,84
208.843.668.442,23
6.276.052.542,30
305.119.720.984,53
(660.078.327,00)
304.459.642.657,53

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dengan Tahun yang berakhir sampai dengan
tanggal 31 Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut:




a. saldo kas awal di Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran, Rp. 60.556.000.333,43
Bendahara Bantuan Operasional Sekolah dan Kas di Badan Layanan
Umum Daerah per tanggal 1 Januari tahun 2025

b. arus kas dari aktivitas operasi Rp. 630.596.668.494,94

c. arus kas dari aktivitas investasi Rp. (552.262.761.727,86)

d. arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 0,00

e. arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 13.598.645,00

f.  saldo akhir kas per 31 Desember 2025 Rp. 138.903.505.745,51
Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f dengan Tahun yang berakhir sampai
dengan tanggal 31 Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

ekuitas awal Rp. 10.132.562.928.471,38

a

b. surplus/defisit laporan operasional Rp. 304.459.642.657,53

c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Rp. (78.316.794.081,91)

d. ekuitas akhir Rp.  10.358.705.777.047,00
Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2025 memuat
informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:




FRC TR0 A0 T
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Lampiran |
Lampiran 1.1
Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi
menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,;
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih,;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun
anggaran 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya,;




t. Lampiran XX . Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah terdiri dari;

Lampiran XX.1 Ikhtisar ~ Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah; dan
Lampiran XX.2 Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun

Anggaran 2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

a. laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota
Pontianak; dan

b.laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan.

Pasal 13
Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.




Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam -
Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3\ Agustus 202k

" WALI KOTA PONTIANAK,
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LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2026 NOMOR . E)
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( . ©. /2026 )



LAMPIRAN 1

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR § /BKAD/TAHUN 2026
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2025
PEMERINTAHAN KOTA PONTIANAK
w7 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025
Kode Rekening URAIAN ANGGARAN 2025 | REALISASI 2025 % 2025 REALISASI 20:’
1 2 3 4 5= (43)*100 6
T
4 PENDAPATAN DAERAH 2.159.219.550.764,00 . 2.149.733.992.095,84 99,56 | 1.937.581.220.070,02
m PENDAPATAN ASLI DAERAH u-}m) - B 756.983.313.639,00  78295229455426 | 103,15 | 593.775.839.763,02
41.01 Pajak Daerah -  522.954.567.281,00 . 544.783.680.934,00 10221 | 364.846.153.659,00 |
102 Retribusi Daerah : - 151.136,899.331,00 | 147.752.528.378,85 97,76 | 52027.912.565,11
a0 Hasil Pengelolaan Kekayaan Darah yang Dipisahkan - - 3480972430400 | 13.806.635.921,96 97,11 3392097518438
41.04 | Lain-lain PAD yang Sah = 40.082.122.722,00 1 S6.609.42931945 | 14123 | 122.980.798.354,53
| JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH N . 756.983.313.638,00 782.952.294.55426 103,15 | 593.775.839.763,02
42 PENDAPATAN TRANSFER 1.400,186.237.126,00 1.366.636.615.237,00 97,60 | 1.343.805.380.307,00
420107 Dana Bagi Hasil (DBH) 65.773.982.000,00 36.672.093.000,00 5575 |  86.262.340.000,00
4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) B87.838.614.000,00 BB7.674.029.802,00 99,98 B08.808.396.021,00
420109 Dana Alokasi Khusus (DAK) 239.646.427.178,00 235.959.600.714,00 98,46 | 240.781.357.727,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN 1.193.259.023.178,00 1.160.305.723.516,00 97,23 | 1.135.872.093.748,00
4.2.01.06 Insentif Fiskal 7.638.759.000,00 7.638.759.000,00 100,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 7.638.759.000,00 7.638.759.000,00 100,00 0,00
42.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 199.288.454.948,00 198.692.132.721,00 99,70 | 207.933.286.559,00
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 199.268.454.948,00 | 198.692.132.721,00 99,71 | 207.633.286.559,00
4.2.02.02 Bantuan Keuangan 20.000.000,00 l 0,00 0,00 300.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 199.288.454.948,00 | 198.692.132.721,00 99,70 | 207.933.286.559,00
|
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 1.400.186.237.126,00 | 1.366.636.615.237,00 97,60 | 1.343.805.380.307,00
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 50.000.000,00 145.082.304,58 290,16 0,00
4303 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan K Peraturan P g-Und. 50.000.000,00 145.082.304,58 290,16 0,00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 50.000.000,00 | 145.082.304,58 290,16 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.159.219.550.764,00 2.149.733.992.095,84 99,56 | 1.937.581.220.070,02
!
5 BELANJA DAERAH 2.204313.351.551,00 2.055.900.085.328,76 93,26 | 1.928.760.907.470,41
5.1 BELANJA OPERAST 1.590.296.441.946,95 1.510.944.599.216,90 95,01 | 1.391.705.403.274,35
5.1.01 Belanja Pegawai 815.961.379.352,56 | 781.156.225.444,00 95,73 | 713.383.802.207,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 710.006.915.535,39 667.355.388.541,90 93,99 | 584.273.329.113,35
5.1.04 Belanja Subsidi 898,887.059,00 898,885.000,00 99,99 0,00
5.1.05 Belanja Hibah 54.112.360.000,00 | 52.738.265.362,00 97,46  86.596.150.481,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 9.316.900.000,00 | 8.795.834.869,00 94,40 7.452.121.473,00
JUMLAH BELANJA OPERASI 1.590.296.441.946,95 1.510.944.599.216,90 95,01 | 1.391.705.403.274,35
0 = o - ‘ EE——.
52 BELANJA MODAL GO6MTABLIZAOS  537.851941.22786 BEGB| 533.193.026.078,06
5200 |BelamjaModalTanah 2175000000000 7.49154895000 3443 803925900000
ls2020 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - N N 76.176.383.234,16 70.999.964.779,00 9206  70.186.516.594.00
ls208 | Beh-l;}a Modal Gedung dan Bangunan L 106069.416575.99 59.692.525.672,86 0398 107.422.722.927,15
5208 -l-selanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi = - . 392.81851681390 |  350.375.507.996,00 §9.19 | 339.084487.10391
52.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya o i 7.251.039.500,00 7.216.218.580,00 051| 663134741400
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 2.182.125.000,00 | 2.076.175.250,00 9514  1.828.693.039,00
JUMLAH BELANJA MODAL 606.447.481.124,05 537.851.941.227,86 88,68 | 533.193.026.078,06
53 BELANJA TIDAK TERDUGA 7.419.428.480,00 6.953.544.884,00 93,72 3.862.478.118,00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 7.419.428.480,00 6.953.544.884,00 93,72 3.862.478.118,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA 7.419.428.480,00 1 6.953.544.884,00 93,72 3.862.478.118,00
5.4 BELANJA TRANSFER 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 0,00
5.4.02.04 Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00 0,00




| Kode Rekening URAIAN ANGGARAN 2025 REALISASI 2025 % 2025 REALISASI 2024
JUMLAH BELANJA 2.204.313.351.551,00 2.055.900.085.328,76 93,26 | 1.928.760.907.470,41

SURPLUS/DEFISIT (45.093.800.787,00) 93.833.906.767,08 (208,08) 8.820.312.599,61

6 PEMBIAYAAN DAERAH 45.083.800.787,00 45.043.800.787,43 sspe| 51.723.488.187,02
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 60.593.800.787,00 | 60.543.800,787,43 | 9991 | 59.223.488.187,82
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 60.543,800.787,00 60.543.800.787,43 100,00 | 59.223.488.187,82
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 50,000.000,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 60.593.800.787,00 60.543.800.787,43 9991 | 59.223.488.187,82

62 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 15.500.000.000,00 15.500.000.000,00 100,00 7.500.000.000,00

! il

6.2.02 Penyeriaan Modal Daerah 15.500.000.000,00 15.500.000.000,00 100,00 7.500,000.000,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 15.500.000.000,00 15.500.000.000,00 100,00 7.500.000.000,00

[ PEMBIAYAAN NETTO 45.093.800.787,00 45.043.800.787,43 9988 | 51.723.488.187,82

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN

60.543.800.787,43
gt
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